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Abstract: Entering global and modern age. Indonesiaa country of wich its
pluralistic citizen is expanding needs to stateamje of national education
regulation. We should avoid the challenges, whildthb and make difficult the
life like competition, friction of value orientatip change of life pattern and
paradigm. The situation occurs in all sorts of bfgpects. To face the challenge
requires the reliable and ready human resourcesdome the change of nature
and living whithout desisting or having the humainly who are fond of learning
in their life. In this case, education trusted @&itution should use the strategic
development for certifiable human resources asextaulfill the life in the future.

Kata kunci: Bhineka, diskursus, global, hayat, hami internalisasi, karakteristik ,
kebangsaan, dan wawasan.

Studi ini dilatarbelakangi oleh pendadaran pevetdan analisis produk
kebijakan yang menunjukkan pentingnya pendidikarwaeasan kebangsaan.
Permasalahan yang tampak mencuat ke permukaanedandperoleh solusinya
lebih menegaskan bahwa wawasan kebangsaan yangmuhkajebelum
meragasukma secara terpadu dalam setiap diri weegara Indonesia sehingga
pola kehidupan dan pergaulan antar sesama wargaanegudah disulut oleh
potensi perbedaan.

Sementara itu kemajemukan atau keragaman etnikpalean salah satu
kenyataan dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esabaagjsa Indonesia yang
tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Apabila keragamdan terikat oleh tali
silaturrahmi yang berwawasan kebangsaan, makadm®eagitu menjadi identitas
potensial dan modal yang tangguh dalam percatudup lglobal dengan bangsa-
bangsa lain. Sebaliknya, bila keragaman itu tidakkat kuat, maka perpecahan
bangsa menjadi risiko kehidupan yang memperlemattitds bangsa itu sendiri.

Pengkajian yang komprehensif dalam bentuk studardiang perlu dan
mendesak untuk dilakukan, terutama ditujukan umgknbuka peluang lahirnya
pedoman pendidikan berwawasan kebangsaan. Pemndidikaumsikan sebagai
sektor esensial dan strategis dalam kerangka meévagegkan potensi warga
negara Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Diingianya suatu pedoman
yang melandasi penyelenggaraan pendidikan, makaer@gg@n mendatang
diharapkan lebih menunjukkan paham, rasa dan seaah&efangsaan yang lebih
kokoh dan kuat, sehingga dapat menunjang bangu®mitas bangsa Indonesia
yang majemuk.

Pemasalahan utama yang perlu segera dijawab adSkperti apa
rumusan pedoman pendidikan berwawasan kebangsa@anUiituk menjawab



permasalahan tersebut, studi ini diselenggarakagaste menggunakan strategi
pengkajian substansi dan implementasi kebijakardigé&@an yang berwawasan
kebangsaan. Pengkajian substansi ialah penelaatman sistematis dan efektif
tentang isi dokumen kebijakan tentang pendidikarwaeasan kebangsaan.
Pengkajian implementasi ialah kegiatan studi lapangentang pelaksanaan
pembinaan lembaga pendidikan yang menyelenggargkagram pendidikan

berwawasan kebangsaan dalam bentuk: (1) idergifikgermasalahan-
permasalahan yang realistis;(2) menjaring masukamg y positif tentang

pengembangan program; (3) penemuan kecenderungairasasmasyarakat

tentang program pendidikan berwawasan kebangsaag parsifat tekstual,

kontekstual dan kontraktual; dan (4) penyusunanamcwatau pedoman
penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan .

Matra wawasan kebangsaan yang dijadikarkdbjaahan meliputi matra: (1)
paham kebangsaan, (2) rasa kebangsaan dan (3) gankabangsaaan. Matra
paham kebangsaan merupakan repleksi dari kesadataudu (peserta didik)
akan ke- bhinnekatunggalika-an masyarakat IndoneRiefleksi kesadaran
tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kefadu berbangsa dan
bermasyarakat yang majemuk. Refleksi kesadaradilamdasi oleh pemahaman
yang dalam akan kondisi geografis, latar belakagjgrah, pandangan hidup,
kesenian, dan bahasa Indonesia. Keseluruhan land&saebut hendaknya
menjadi fasilitas bagi peserta didik dalam bergdah berinteraksi dengan
sesamanya. Matra paham kebangsaan dalam studiilindéokuskan pada Hak
Asasi Manusia yang menunjukkan persepsi atau pgadamtas perbedaan-
perbedaan sebagai gagasan yang manusiawi, bukak dipertentangkan atau
dipertajam; melainkan untuk diterima dengan penasaldlaran satu bangsa
Indonesia.

Matra rasa kebangsaan dimaksudkan dimensi kesadamag bersifat
apresiatif (menerima dan menghargai) atas perbeoad®daan keadaan diri,
asal-usul keturunan dan suku bangsa, tetapi tetaqgekspresikan perasaan yang
sama sebagai bangsa Indonesia. Matra rasa kebartgsi@dikus pada perdamaian
dalam kehidupan antar sesama, walaupun berhadapagam perbedaan-
perbedaan keadaan diri yang tidak mungkin dihirmlarkPerdamaian sebagai
indikator esensial dalam matra rasa kebangsaangtaren dalam perilaku yang
mau menerima dan menghargai perbedaan itu.

Matra semangat kebangsaan dimaksudkan sebagaiikaperilaku yang
atraktif yang diwujudkan dalam perbuatan senas@pesanggungan, toleransi,
tenggang rasa, saling menghormati dan sanggup rope@si secara sehat serta
menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesiagédih-tengah bangsa lain
di dunia ini. Matra semangat kebangsaan difokugkaata indikator demokrasi,
baik dalam bersikap maupun berperilaku yang dinashais atraktif. Di dalam
indikator demokrasi tidak menutup kemungkinan unttéecipta kondisi
kompetitif dan menunjukkan kebanggaan sebagai bangenesia.

Metode
Disain studi yang dikembangkan bertitik tolak datar belakang analitis
atas produk kebijakan dan peristiwa empirik kemuoididokuskan pada substansi



dan implementasi pendidikan berwawasan kebangsaelalun penggunaan
metode studi dokumentasi, seminar dan lokakaryea studi lapangan dengan
melibatkan subjek studi tokoh masyarakat, masyanaéadidikan, cendikiawan,
organisasi sosial politik dan pejabat departememagdi 12 propinsi sampel .
Secara matrik disain studi tergambarkan sebagiiuber

Tabel | Desain studi kebijakan tentang pendidikaswlawasan kebangsaan

Latar Fokus studi Metode Objek Subjek
belakang
1 | Produk 1 | Studi -Pandangan -Dokumen
kebijakan dokumentasi dan kebijakan | -Tomasy,
2 | Seminar dan tentang cendikia,
Substansi lokakarya kebangsaan | masydik,
dan -Identifikasi sospol,
implementasj 3 | Studi lapangan | permasalahan | depag,
pendidikan | A | Diskusi terfokus| realitas kepsek,
berwawasan Kuesioner -Masukan guru,
2 | Peristiwa kebangsaan | B | Observasi positif siswa
atau kondisi c |terarah -
empirik Kecenderungan
aspirasi

Disain tersebut melandasi kostruk studi yang dkap untuk
menghasilkan deskripsi tentang: (1) Arah kebijak@endidikan berwawasan
kebangsaan; (2) Perspektif aspirasi masyarakat;K¢B)disi objektif lembaga
pendidikan; (4) Kecenderungan wawasan kebangsaandgun siswa SLTP; dan
(5) Pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawatmmgsaan.

Hasil

Deskripsi tentang hasil studi dokumentasi danrigpa bertitiktolak dari
segi; (1) Arah kebijakan pendidikan berwawasan kgbaan; (2) Perspektif
aspirasi masyarakat; (3) Kondisi objektif lembagangidikan; dan (4)
Kecenderungan wawasan kebangsaan guru dan siswa SLT
1. Arah Kebijakan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan
Dokumen-dokumen mutahir yang memuat kebijakandahrg pendidikan tampak
lebih mengarah kepada pengukuhan akan keberaddam gpendidikan nasional.
Dimulai dari pemberlakuan Undang-undang Republdoiresia Nomor 2 tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudisnsdl dengan peraturan-
peraturan pemerintah tentang pendidikan dasar daremgah, merupakan fakta
otentik yang mengisyaratkan hasrat luhur dari barlgdonesia untuk berupaya
merengkuh keberadaan yang legal atas sistem pkadidia.
Artinya, bahwa bangsa Indonesia melalui pemerindah para wakilnya di
lembaga legislatif telah mengusahakan dan menygégagan satu sistem
pendidikan nasional yang diatur dengan undang-unda@ngan kata lain, amanat
Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, ” Tégpstiarga negara berhak
mendapat pengajaran” dan ” Pemerintah mengusahdd&ammenyelenggarakan



suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur deng@ang-undang,” baru
diwujudkan setelah hampir setengah abad merdeka.

Makna lebih dalam dari pernyataan di atas adaldiwldasebelum peringatan
kemerdekaan yang ke-50 negara Republik Indonesraigikan bangsa inibelum
diatur dengan produk kebijakan yang komprenhenaii distematis. Dengan
demikian dapat dinyatakan, bahwa secara faktu@mnsipendidikan nasional pada
dekade 50-an sampai dengan 80-an belum dilandatsiadliran kebijakan formal
yang terandalkan untuk seluruh Indonesia. Halaniu saja berdampak terhadap
keberadaan pranata dan praksis pendidikan itusendi

Memang, segera setelah Perang Kemerdekaan, tedalakdin suatu undang-
undang, yaitu UU no. 4 tahun 1950 yang mengatuabdasar pendidikan dan
pengajaran di sekolah di Wilayah Republik Indonegieng pada waktu itu hanya
merupakan sebagian dari wilayah negara Republibrniesia Serikat. Undang-
undang tersebut kemudian dinyatakan berlaku balgirde wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, ditetapkan melalui Nomor 12 Tahun 1954
tentang pernyataan pemberlakuan Undang-Undang Nértadrun 1950. Namun,
undang tersebut terlalu terbatas ruang lingkup g@emgnnya, sehingga belum
dapat dianggap sebagai undang-undang pengatur g@TERAN dan
penyelenggaraan ’'satu sistem pengajaran nasiomaly ysekarang lebih layak
disebut 'satu sistem pendidikan nasional’ ( Fuadafia1988 ).

Sementara itu keberadaan dan pemberlakuan suaangiuwhdang yang mengatur
sistem pendidikan nasional di seluruh Indonesiatlaimgenting, mendasar dan
strategis. Arah pemikiran ini dilandasi oleh asymisahwa aturan tentang
pendidikan nasional berimplikasi tidak hanya baghata pendidikan, melainkan
juga bagi kelangsungan pembinaan kesatuan bandsadsia. Dalam pernyataan
lain, keutuhan bangsa yang majemuk dapat menyalalunsuatu ikatan sistem
pendidkan nasional yang berwawasan kebangsaandsidon

Melalui pendidikan, nilai-nilai wawasan kebangsaaadonesia akan tumbuh
kembang pada diri setiap peserta didik secarasimeal dan mengarah kepada
konteks kehidupan yang akan datang. Wawasan kedamgt sendiri memang
kontekstual, sedangkan nilai-nilai yang terkanddndalamnya bersifat universal,
sehingga dapat disesuaikan dengan setiap kontetanza

Sektor pendidikan sebagai bagian dari pembanguaagsh telah menekankan
pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsandajadikan manusia
Indonesia yang utuh. Salah satu ciri manusia ydal atau bermutu itu adalah
memiliki rasa tanggung jawab kebangsaan. Manusigg yl@ertanggungjawab
kebangsaan dengan sendirinya berwawasan kebang&aana itu menempatkan
pendidikan berwawasan kebangsaan sebagai bagiapadter dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merapalatu keniscayaan.
Dengan memperhatikan secara seksama atas dokunbgakée pendidikan,
disertai upaya kritis atas pelbagai peristiva bandan membuka kesadaran
intelektual ke arah kehidupan berbangsa seluruyatdkdonesia di masa depan,
maka setiap kebijakan pendidikan yang diamanderaarathu dilahirkan, secara
inklusif mesti mengintegrasikan pembinaan bangsdalmependidikan yang
berwawasan kebangsaan.



2. Perspektif Aspirasi Masyar akat

Penting kebijakan pendidikan berwawasan kebangsasemegrasi dalam seluruh
kebijakan tentang sistem pendidikan nasional yaaggembangkan sumber daya
manusia Indonesia yang lebih bermutu tidak dioasikbn kepada masa lalu,
melainkan kepada nasib kehidupan seluruh rakyatgsetbangsa pada masa kini
dan ke depan, sepanjang Negara Kesatuan Repubiinésia berdiri. Artinya,
jika Negara Kesatuan Republik Indonesia diingintetap serta mampu bersaing
dalam percaturan dunia maka pembinaan paham, asaamangat kebangsaan
seyogyanya dijadikan dimensi esensial dari sistendjgkan nasional.

Pernyataan di atas dikemukakan berdasarkan at@s lzelakang
pentingnya pendidikan berwawasan kebangsaan mefakia empirik berupa
aspirasi masyarakat di 12 propinsi yang dijadikamel studi. Pada intinya
mereka menyatakan, bahwa pendidikan berwawasamgséan itu sangatlah
penting, mengingat hal sebagai berikut.

(1) Keragaman dimensi kehidupan bangsa Indonesia yiaegut Bhineka itu
merupakan kenyataan yang potensial dan anugramTYiwag Maha Esa
yang harus disyukuri secara intelijen. Kesalahalandgpembinaan dan
cara mensyukuri kebhinekaan,akan berakibat padargkgtikan bangsa
secara keseluruhan, dan tidak mungkin dapat bamgh#m satu lintas
generasi;

(2) Gejala disintegrasi bangsa yang kerap terjadi naaup bukti dari adanya
kesalahan kebijakan dan manajemen kehidupan baysysg bhineka.
Artinyabahwa semboyan Bhineka Tunggal lka hanyaghnelupkan ke-
Ikaan dalam pengertian tertentu, sementara reilisalsijakan lebih
mengarah pada represi atas kebhinekaan. Implilgsh llanjut dari
pernyataan ini adalah kebhinekaan yang tersebset@ip daerah seluruh
Indonesia harus dijadikan modal dasar yang sesiimygudemi mencapai
kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pemahaman yang tidak tepat tentang makna reformiasipmi daearah
dan demokrasi, menjadi salah satu pemicu disintedrangsa. Dalam
kenyataannya di dunia pendidikan, gejala sepertidapat dieliminasi
melalui praksis pendidikan yang memadukan wawasabarkgsaan,
walaupun tidak berangkat dari konsep kebijakan yaktyal.

Kendati aspirasi masyarakat tentang rumusardiggan berwawasan
kebangsaan di berbagai propinsi seakan beragamnekanberharap banyak untuk
ditemukan suatu benang merah dalam bentuk rumusery yebih dapat
diimplementasikan, baik pada tingkat pusat maupasapingkat daerah secara
khas. Dengan demikian kebijakan tentang pendidik@mvawasan kebangsaan
mesti berjenjang baik dari tingkat pusat sebagaid&k, maupun pada tingkat
daerah yang bersifat koordinasi implementatif. k@ldidasarkan atas asumsi,
bahwa daerah pun bertanggung jawab untuk menumniidkegkan nilai-nilai
kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, karepkahalari bangsa Indonesia
adalah kebhinekaan yang tersebar di seluruh Nusanta



3. Kondisi objektif lembaga pendidikan

Dengan mencermati seluruh lembaga pendidikan (SLA@jeri dan
swasta yang dijadikan sampel studi, tampak bahwadig&an berwawasan
kebangsaan tengah berlangsung walaupun tanpa disateh pedoman
penyelenggaraan serta program tersendiri. Semualabeknenyelenggarakan
program pendidikan berwawasan kebangsaan disesualkagan kebijakan
operasional masing-masing pimpinan sekolah. Sdlaygukebijakan itu lebih
dioperasionalkan dan disesuaikan dengan waktu tensgdia di antara program
kurikuler dan ekstra kurikuler yang ada.

Di lembaga pendidikan yang dijadikan sampel stethh tercipta suatu
interaksi yang baik antar siswa, antara siswa derggau maupun antar guru
dengan staf sekolah yang lain dari berbagai lagtakiang etnik. Interaksi yang
dinamis tersebut tanpa dilatarbelakangi oleh seamtinkesukuan, perbedaan
agama, asal-usul, maupun adat istiadat. Justriean yang Bhineka ternyata
dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan pendidikduasana saling
menghargai, tenggang rasa, solidaritas sosial, ip@man kebangsaan, rasa
persatuan dan semangat untuk membanggakan ke-Bidanedapat tumbuh
subur di lingkungan pendidikan.

Namun, sebaliknya di luar lingkungan lembaga pdhkdid banyak
peristiwa yang kontradiktif, sehingga dapat menjadpirasi bagi warga terdidik
untuk mencontoh peristiwa di lingkungan luar. Patoban warga sekolah seperti
itu mesti dihindari, dikarenakan bertentangan dergjtat pendidikan itu sendiri
yang normatif dan positif. Peristiwa kontradiktiftar apapun yang berada di luar
lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai medididdean yang langsung
bersentuhan secara psikologis;akan dalam pengguyealiperlukan sikap kritis
dari kalangan pendidik,agar dihasilkan pengaruhtipdsrhadap perkembangan
pribadi setiap peserta didik.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan dalam kerapgkabinaan wawasan
kebangsaan Indonesia perlu bertitiktolak dari pemtomyang terandalkan,
sehingga interaksi yang dinamis berlangsung atsardensep penyelenggaraan
yang jelas. Arah lebih jauh dari kondisi lembagadidikan seperti itu adalah
tercapainya ketahanan lembaga pendidikan dari garbaspirasi dan pengaruh
yang mengganggu stabilitas kebangsaan.

4. Kecenderungan wawasan kebangsaan guru dan siswa SLTP

Guru sebagai tenaga kependidikan bempesangat strategis dalam
kerangka mewujudkan kehidupan berbangsa yang h@&mdotempat tugasnya.
Fakta empirik menunjukkan bahwa wawasan kebanggaan SLTP berada
tataran tingkat tinggi, baik untuk aspek paham,arasaupun semangat
kebangsaan. Artinya, para guru telah mempribadikeéiai-nilai wawasan
kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalanjalaekan tugas sebagai
pendidik.

Hal tersebut merupakan modal dasar pekahidiyang sangat berharga,
terutama apabila guru dipandang sebagai subjek yaesii di teladani oleh
peserta didik. Namun, pada sisi lain para guru eamdy menampakkan kekurang
terampilan di dalam mengintegrasikan nilai-nilaiwaaan kebangsaan ke dalam
mata-mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab@igh karena diperlukan



suatu program peningkatan profesionalitas para guang senafas dengan
pendidikan berwawasan kebangsaan. Hal ini dimuhkgkinapabila pendidikan
berwawasan kebangsaan tidak dijadikan satu masgapmh khusus yang terpisah
dari kurikulum.
Pembahasan

Fakta empirik jJuga menunjukkan, bahwa titedklapat perbedaan wawasan
kebangsaan antara guru keturunan dengan nonketuruRakta tersebut
menyiratkan, bahwa di kalangan pendidik telah tumlolaya tanggap atau
"strategi formal” untuk menghadapi setiap perra@at yang mengarah kepada
penyingkapan wawasan kebangsaannya. Namun hal ajpatdberarti bahwa
instrumen atau alat pengungkap data tidak teraadalkadahal hasil perhitungan
empirik menunjukkan sebaliknya; atau tingkat vadisidan reliabilitas instrumen
dapat diandalkan, sehingga instrumen layak untglrdikan;

Kalangan pendidik yang dijadikan sampel studi upakan guru-guru
yang berpengalaman dalam mengajarkan materi-mabeg berhubungan dengan
permasalahan kebangsaan, bahkan mereka menjadiarietialam berinteraksi,
baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat idgrinpn sekolah. Oleh
karena itu dipandang wajar , apabila di antara gara yang berbeda etnik tidak
terdapat perbedaan dalam hal wawasan kebangsaannya;

Secara objektif para guru dilahirkan, dibesarkememasuki lembaga
pendidikan dan bekerja sebagai tenaga pengajar @gadidikan di wilayah
Negara Kesatuan Rl. Mereka talah menghayati pegalaejarah bangsa, falsafah
negara, dan menerima kondisi geografis Indonesig gadah merdeka. Kondisi
penghayatan tersebut begitu internal dalam diring@hingga berpengaruh
terhadap pelakunya, termasuk saat harus merespiiap ernyataan yang
menyingkap wawasan kebangsaan.

Pada sisi lain adalah siswa. Mereka menunjukkawasan kebangsaan
pada tataran sedang, baik pada aspek paham, ragamsemangat kebangsaan.
Artinya, mereka dalam berinteraksi secara dinammtaraetnik di sekolahnya
belum mencapai tataran ynag optimal. Hal ini dib&ba oleh beberapa faktor
antara lain; (1) Aspirasi orang tentang kesukuamgyeaksklusif; (2) Peristiwa-
peristiwa konflik antar etnik di lingkungan masyaat kerap kali menyudutkan
salah satu etnik atau unsur bangsa; dan (3) Pemgdeaan pendidikan
berwawasan kebangsaan yang belum terprogram.

Oleh karena itu diperlukan suatu program pendidikgda tingkat
lembaga pendidikan yang memadukan antara dimeasieakik dengan dimensi
kebangsaan. Program pendidikan yang dimaksud ikttik dari suatu pedoman
yang dapat dijabarkan dan disesuaikan dengan Kokba&s daerah masing-
masing. Adapun pedoman pendidikan berwawasan kebangyang ideal
merupakan perpaduan antara fakta empirik dan Igmangemikiran teoretik
pakar, dengan hasil analisis produk kebijakan. Peaioyang memadukan hal-hal
tersebut lebih komprehensif dan terandalkan, apabidasarkan atas hasil
penelitian.

Kesimpulan dan Saran



Studi  kebijakan tentang pendidikan berwawasan rkgdEan
diselenggarakan dalam bentuk pemaduan analisisutékserhadap dokumen-
dokumen produk kebijakan di bidang pendidikan denganyingkapan dan
penganalisisan data lapangan dari 12 propinsi dorasia. Hasil pemaduan
analisis menggambarkan, bahwa pendidikan berwaw&sdangsaan belum
ternyatakan secara eksplisit dalam produk kebijakstang sistem pendidikan
nasional; sehingga implementasi kebijakan tersepatia tataran praksis
pendidikan tidak terarah sebagaimana yang diharapka

SLTP Negeri dan Swasta pada 12 propinsi umumnyayehenggarakan
progran pendidikan berwawasan kebangsaan tanpgaepada suatu pedoman
yang komprehensif dan terandalkan, sehingga dalanyataannya terintegrasi
dalam kegiatan intra dan ekstra-kurikuler secanause

Anggota masyarakat di 12 propinsi menyepakati aksmtingnya
pendidikan berwawasan kebangsaan yang terinteded@m upaya pemerintah
untuk mengembangkan sumberdaya manusia Indonesig kbih bermutu
melalui sektor pendidikan. Di samping itu, sektengidikan sudah selayaknya
dijadikan prioritas dalam rangka membangun tataetadupan bangsa Indonesia
yang lebih bermutu untuk masa kini dan masa depan.

Para pembina dan penyelenggara pendidikan merkarnukepedulian
yang tinggi terhadap pendidikan berwawasan kebamgsayang
menumbuhkembangkan aspek dan nilai-nilai pahama rdan semangat
kebangsaan Indonesia. Untuk kepentingan praktigngyaderarah, mereka
mengusulkan agar pemerinyah pusat mengeluarkagakabi sebagai pedoman
penyelenggaraan; sedangkan pemerintah daerah dak pinas pendidikan
berhak menjabarkan kebijakan tersebut sesuai deqayatisi daerah, tetapi tetap
mengutamakan kepentingan nasional.

Para guru menunjukkan wawasan kebangsaan yangi,tisghingga
kondisi demikian dapat dijadikan fasilitas manusigang mendukung secara
konstruktif bagi praksis pendidikan di tempat tugassing-masing. Namun,
peserta didik menunjukkan wawasan kebangsaan ptatart sedang yang berarti
pendidikan yang terselenggara dan potensi siswarbeptimal. Agar diperoleh
optimalisasi pada segi penyelenggaraan dan alkdsalipotensi, diperlukan
stimulasi yang meningkatkan kompetensi profesigraabh guru sebagai tenaga
kependidikan yang sanggup mengintegrasikan antdrstansi akademik dengan
substansi pendidikan berwawasan kebangsaan. Betdashasil, pembahasan,
kesimpulan dan seminar studi kebijakan tentang igé&ah berwawasan
kebangsaan, maka rekomendasi dapat dirumuskan ukeplentingan: (1)
perubahan kebijakan pendidikan, (2) implementasij&ean, (3) peningkatan
kompetensi profesional tenaga kependidikan damédaglitian lanjutan.

I. Rekomendasi untuk perubahan kebijakan

Kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikarsional hendaknya
menyatakan secara ekspilit bahwa pendidikan berganwakebangsaan
merupakan bagian yang integral dalam penyelenggasstem pendidikan
nasional. Sebagai tindak lanjut dari perubahan jdledm tersebut, pemerintah



pusat melalui departemen pendidikan nasional per&ngeluarkan kebijakan
dalam bentuk pedoman penyelenggaraan pendidikavabesan kebangsaan.
Kebijakan yang dimaksud merupakan produk yang daipatialkan, dikarenakan
bertitik tolak dari kajian yang komprehensif danpteu baik dalam bentuk
analisis kebijakan, perspektif pemikiran pakar maugtudi lapangan.

2 Rekomendasi untuk implementasi kebijakan

Studi ini telah menghasilkan pedoman penyelenggarpendidikan
berwawasan kebangsaan untuk tingkat SLTP. Pedoensebut didasarkan atas
kajian produk kebijakan dan analisis data dari ngaa. Dengan
mempertimbangkan kekhasan lembaga pendidikan dadidiodaerah di setiap
propinsi, tampaknya pedoman tersebut dapat dijadikgukan dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaamiHlirekomendasikan
mengingat kandungan buku pedoman yang mencakupr dasmikiran,
pengertian, tujuan dan fungsi, nilai- nilai yangkethbangkan , strategi dan
program kegiatan serta penilaian pendidikan bersaw&ebangsaan.

3. Rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan

tenaga kependidikan dalam hal ini terbatas padal&egekolah dan guru SLTP.
Kepala sekolah tampaknya perlu dibekali dengan latemsi dalam mengelola
pendidikan yang berwawasan kebangsaan secara uergadgan program
pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlddntuk kepentingan
tersebut perlu dirancang suatu program pelatihasfegpional yang memuat
substansi: (1) dasar pemikiran, (2) pengertianty@jan dan fungsi, (4) nilai-nilai
wawasan kebangsaan, (5) strategi dan program,ig@ns penilaian kegiatan
pendidikan berwawasan kebangsaan.

Sebelum melangkah kepada perancangan dan pengataag
pelatihan,tampaknya perlu diadakan sosialisasi mpado penyelenggaraan
pendidikan berwawasan kebangsaan secara nasisedudikan kesediaan serta
kemampuan daerah. Tenaga kependidikan atau gura mpelajaran perlu
dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan berwawakebangsaan di
sekolah. Untuk hal itu mereka perlu diberi stimula®fesional berupa program
pelatihan yang menumbuhkan kemampuan mengintegrasdntara materi
pelajaran yang bersifat akademik dengan wawasaanksihan Indonesia pada
diri peserta didik.

4.Rekomendasi penelitian lanjutan

Penelitian terbatas pada pengungkapan fakta émgintang kebijakan
pendidikan berwawasan kebangsaan melalui studi rdektasi dan studi
lapangan yang melibatkan 12 daerah sampel. Pametéglah menghasilkan buku
pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan dedmm untuk tingkat
SLTP dan sederajat. Untuk memperoleh gambaramigniiditas eksternal atas
hasil penelitian ini, maka penelitian-penelitianlasgutnya dapat bertemakan
antara lain sebagai berikut: (1) Tema tentang gotkaberagaman etnik dan
kontribusinya terhadap implementasi kebijakan dgefd) Uji coba program
keterampilan hidup bersama dengan orang lain yareba bagi siswa SLTP; (3)



Studi banding tentang pendidikan berwawasan kelangsli kawasan Asia
Fasifik; (4) Studi pengembangan model sekolah gdenggara pendidikan
wawasan kebangsaan; (5) Uji coba pedoman penyelesayy pendidikan
berwawasan kebangsaan di tingkat SLTP secara @sion
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